
BUPATI TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SALINAN

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan
peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik
Indonesia Tahun 1945:-

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negira Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

to92l;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negari (LembaLn Negara Republik Indoreesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zoo+ Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistem
perencanaan Pimbangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2oo4 Nomor to4, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor aa2l);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbingan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Menimbang

Mengingat
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2IO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4963);

1 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 16 tentang
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tanr.bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7541;
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2077

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasil-rkasi, Kodesfikasi dan Nomenklatur
Perenc"anaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam
tentang Pedoman Teknis
(Berita Negara RePublik
1781);

Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

Pengelolaan Keuangan Derah
Indonesia Tahun 2020 Nomor

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O27 Nomor 43 1);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2027

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 926);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 30);

24 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapanu'li Selatan Nomor 7

Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun
dan PDAM Tambusai, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentarrg
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank
Sumut, Frl. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM
Tambusai (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2019 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 31);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020
Nomor 307, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 35);
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun n"ggata" 2022 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 317'

TambahanLembaranDaerahKabupatenTapanuliSelatan
Nomor 4 1).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

TENTANG
BELANJA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan'

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya

dalam sistem aan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3.PemerintahDaerahadalahBupatiTapanuliSelatandanPerangkatDaerah
Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan'

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD

adalah unsur peiangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan unsur Pemerintahan Daerah '

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPKD adalah unsur penunlang Urusan Pemerintahan Daerah yang

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah'

T.UnitSKPDadalahbagianSKPDyangmelaksanakanl(satu)ataubeberapa
Program.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD

adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan'

g. Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan' pelaporan'

pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah'

10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah'

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah.

12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.



13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.

14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar. kembali

dan/ atau pengeluaran yang 
'akan 

diterima kembali' baik pada tahun

anggaran berkenaan -,,p"' pada tahun-tahun anggaran berikutnya'

15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari

pihak lain sehingga Daeiah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar

kembali.

16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut dengan Utang adalah 
-uang 

yang

wajii dibayar oleh Pemeiintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah

Dalrah y.ng dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan

perundang-udrrgrrr, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah'

17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-udangan atau akibat lainnya yang sah'

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai sasaran pembangunan Daerah'

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau

beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya

manusia, barang modal termasuk peralatan teknologi' dana atau

kombinasi dari beberapa atau jenis sumber daya tersebut' sebagai

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa'

20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program

kebijakan.

21. Sasaran adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

dari kegiatan dalam 1 (satu) program.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar

np.i.SZ+.150.663.414 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar seratus

lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat belas

rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

-5-



(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a direncanakan sebesar Rp.125.007.046 725 (seratus dua puluh

lima miliar tujuh juta empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima

-6

Pasal 4

Pasal 6

rupiah), yang terd iri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

Pasal 5

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3

huruf b direncananakan sebesar Rp'l 178 863'616 689 (satu triliun
seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta

enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah),

yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat;

b. pendatan transfer antar daerah;

(2\ Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp'1'129'981 287 'OOO (satu triliun
seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu

juta dua ratus deiapan puluh tujuh rupiah)'

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufbdirencanakansebesarRp.a8.882.329.689(empatpuluhdelapan
miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh

sembilan ribu enam ratus deiapan puluh sembilan rupiah)'

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c direncananakan sebesar Rp.2O.280.000.oo0 (dua puluh miliar
dua ratus delapan puluh juta rupiah).

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah'

(2\ Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

".t."r. Rp.31.772.3O0.000 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh

puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)'

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakansebesarnp.tt.szs.o+6.725(sebelasmiliartigaratustujuh
puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua

puluh lima ruPiah).

(4) Hasil pengeiolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp'65'450 80O 000

(enam puluh lima miiiar empat ratus lima puluh juta delapan ratus ribu

rupia).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16 a10'000 000 (enam belas

miliar empat ratus sepu'luh juta rupiah)'
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Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar

np]i.+SS. rSs.o 18.736 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus

aJf"pr" puluh sembilan juta delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam

rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a

dirlicanakan 
-sebesar 

Rp.9O0.952.081.710 (sembilan ratus miliar
sembilan ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus
sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah;

d. belanja bantuan sosial.

(2\ Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direnianakan sebesar np.+SS.OSS.OO8.568 (empat ratus delapan puluh
lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ribu lima ratus
enam puluh delaPan ruPiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- huruf b
direnianakan 

-sebesir Rp.378.132.498.549 (tiga ratus tujuh puluh
delapan miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh
delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)'

(41 Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ."y1t (1). huruf c

direncanakan sebesar Rp.33.142.82 4.4O2 (tiga puluh tiga miliar seratus
empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus
dua rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direniakan sebesar Rp,3.72 1.750.191 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh
satu juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh satu
rupiah).

(1)

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan iebesar Rp.270. 1 13.031.353 (dua ratus tujuh puluh
miliar seratus tiga belas juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh
riga rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta
rupiah).

(2)
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(3)

(4)

(s)

(6)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp.20.O00.000.000 (dua puluh miliar rupiah)

(1)

Pasal 1

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
d direncanakan sebesar Rp.2a2.123.9O5.673 (dua ratus empat puluh
dua miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu enam
ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil;

b. belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.4.167.624.673 (empat miliar seratus enam
puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh
puluh tiga rupiah).

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.237.956.281.000 (dua ratus tiga puluh
tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan
puluh satu ribu rupiah).

(2)

(s)

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.109.038.355.322 (seratus sembilan miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus
lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan;

b. pengeluaran pembiayaan.

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat

ff 1 n"."f b direncanakan sebesar Rp.35.973 267 '7 16 (trga puiuh lima
miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh

tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah)'

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

frj f,.ir"f c direlncana"kan sebesar Rp.75.833'919'630 (tujuh puluh- 1ima

Litiar detapan ratus tiga puluh tigajuta sembilan ratus sembilan belas

ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat i1) huruf d direncanakan sebesar Rp 151 371'465'607 (seratus

Iima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus
enam puluh lima ribu enam ratus tujuh rupiah)'

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurui e direncanakan sebesar Rp.6.594.378.400 (enam miliar lima
ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu
empat ratus rupiah).

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1i9.185.293.322 (seratus
sembilan belas miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus
sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiafr;.

(1)



(2\

(1)

Pasal 14

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 109.038.355.322
(seratus sembilan miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh
lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.109.038.3 55.322 (seratus sembilan miliar tiga puluh delapan juta
tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

(2\

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
hibah;

4. Lampiran IV Daftar nama perima, alamat penerima dan besaran
bantuan sosial;

5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan keuangan bersifat umum dan khusus;

6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rician objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambagan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

9 . Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

10. Lampiran X sinkronisasi Kebijakan pemerintah Kabupaten pada
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan perda tentang
APBD dan Rancangan perkada tentang penjabaran ApBD
dengan program prioritas perbatasan Negara.

-9

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
paJat tZ huruf b direncanakan sebesar Rp.10.146.938.000 (sepuluh
miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh
delapan ribu).
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Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok

pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATtrN TAPA NU LI SELATAN,

ttd

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1108

dengan aslinya

ASWIN RA UTi, SH
PEMBIN TINGKAT I
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